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Abstract 

 

Wangwe (1997) on his study „The Management of Foreign Aid in Tanzania‟ 

noted that the weaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a 

failure of the fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the 

trust of the donors and the decrease of government credibility over donors. 

Furthermore, several studies and the results of the auditor agency (BPK) found that the 

ineffectiveness of the implementation of M&E resulted to the lack of performance of the 

development aid. 

We apply a descriptive analysis to capture the relation of M&E and aid 

effectiveness in Indonesia. Answering Wangwe (1997) and the findings tell us the 

cosistencies with that of Paris Declaration as an international concencus on aid 

effectiveness existed to optimize the M&E function as well as to achieve its five 

principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3) Alignment; 4) Results; and 5) mutual 

accountability for aid effectiveness. Analyzing the implementation in Indonesia, we 

should appreciate the Government of Indonesia who has achieved in gathering 22 

bilateral and multilateral donors institutions to sign a commitment for aid effectiveness 

in Indonesia. Jakarta's commitment brings to a new paradigm on how foreign aid will 

be well managed. 
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Pendahuluan 

 

Reformasi sistem perencanaan 

dan penganggaran membawa kita kepada 

sistem yang baru sebagaimana 

diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah. 

Reformasi tersebut membawa kita kepada 

empat tahapan pembangunan yang terdiri 

dari: 1) penyusunan rencana 2) penetapan 

rencana; 3) monitoring; dan 4) evaluasi 

pelaksanaan rencana. Kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, M&E 

pelaksanaan rencana merupakan 

bagian-bagian dari fungsi manajemen. 

Fungsi tersebut saling melengkapi dan 

masing-masing memberi umpan balik 

serta masukan kepada yang lainnya
1
.

 
Gambar 1 

Alur Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 
Mengacu pada UU No 17 Tahun 2003 dan UU No 25 Tahun 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bahan Sosialisasi PP No 39 Tahun 2006 Bappenas, 2006 
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Setiap pelaksanaan rencana tidak 

akan berjalan lancar jika tidak didasarkan 

kepada perencanaan yang baik. Sementara 

perencanaan yang baik membutuhkan 

informasi lengkap terkait hasil dari 

pelaksanaan rencana sebelumnya, apa 

yang berhasil dan apa yang tidak sebagai 

pembelajaran dan penyempurnaan bagi 

perencanaan berikutnya. Penyediaan 

informasi untuk perencanaan tersebut 

merupakan peran strategis bagi fungsi 

M&E.  

Secara definitif, monitoring atau 

pemantauan dapat diartikan sebagai 

suatu aktivitas untuk mengamati dan/atau 

mencermati secara terus menerus atau 

berkala untuk menyediakan informasi 

tentang status perkembangan suatu 

program/kegiatan, serta mengidentifikasi 

permasalahan yang timbul dan 

merumuskan tindak lanjut yang 

dibutuhkan.  Sedangkan evaluasi 

adalah rangkaian kegiatan yang secara 

sistematis mengumpulkan dan 

menganalisis data dan informasi untuk 

menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan 

kinerja kegiatan
2
. 

Rostiati (2006:17) menuliskan 

bahwa kriteria baku untuk melakukan 

evaluasi atas kebijakan publik biasanya 

difokuskan kepada dua hal, yaitu 

efektivitas dan efisiensi. Efektivitas 

dilakukan dengan melihat apakah suatu 

kebijakan dapat mencapai tujuannya, 

sedangkan efisiensi terkait dengan 

minimizing cost dalam mencapai tujuan 

kebijakan, atau memaksimalkan realisasi 

hasil kebijakan dengan sumberdaya 

tertentu. Dengan demikian jika suatu 

kebijakan memenuhi criteria efektif dan 

efisien, maka dapat dikatakan kebijakan 

tersebut berhasil, atau sebaliknya jika 

tidak memenuhi criteria tersebut maka 

dapat dikatakan kebijakan tersebut 

gagal
3
. 

Adapun Dunn (1994:608) 

menyamakan evaluasi dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating) 

dan penilaian (assessment), yang 

menyatakan usaha untuk menganalisis 

hasil kebijakan dalam arti satuan 

nilainya. Secara lebih spesifik, evaluasi 

berkenaan dengan produksi informasi 

mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada 

kenyataannya mempunyai nilai, hal ini 

karena hasil tersebut memberi 

sumbangan pada tujuan atau sasaran. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

kebijakan atau program telah mencapai 

tingkat kinerja yang bermakna, yang 

berarti bahwa masalah-masalah 

kebijakan dibuat jelas atau diatasi. 

Sementara dalam konsep yang 

lebih sederhana Lester dan Steward 

(2000) menyatakan bahwa evaluasi 

kebijakan terkait erat dengan 

pembelajaran tentang akibat dari suatu 

kebijakan publik. Dengan demikian 

evaluasi kebijakan ditujukan untuk 

melihat aktivitas sektor publik dan 

pengaruhnya dalam masyarakat melalui 

evaluasi terhadap keluaran kebijakan 

yakni mencakup dana, pekerjaan, 

produksi, material, atau jasa yang 

diberikan; kinerja dan umpan balik 

kebijakan. 

Lebih jauh, OECD (2002) 

memaknai pemantauan sebagai sebuah 

fungsi berkelanjutan yang menggunakan 
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sekumpulan data secara sistematik 

dengan indikator khusus untuk melihat 

tanda-tanda seberapa jauh sebuah 

intervensi pembangunan yang sedang 

berlangsung telah mengalami kemajuan 

dan pencapaian tujuan serta berapa 

banyak dana yang dialokasikan telah 

dipergunakan. Informasi ini kemudian 

diberikan kepada pengelola dan 

pemangku kepentingan utama intervensi 

tersebut.  

Sementara di sisi lain, berbagai 

hasil kajian M&E sebelumnya 

menyatakan bahwa kebijakan M&E 

secara umum belum selaras antara satu 

dengan lainnya sehingga menyebabkan 

belum optimalnya kinerja M&E serta 

menimbulkan masalah inefisiensi, dst
4
. 

Kaplan dalam pengantar bukunya 

tentang ‗Alignment‟ (2006)
5
 mengatakan 

bahwa Alignment (selanjutnya disebut 

penyelarasan) merupakan a source of 

economic value
6
, kemudian dia 

mendefinisikan penyelarasan sebagai 

berikut: 

Alignment is identified as an explicit 

part of the management process. 

Executing strategy requires the 

highest level of integration and 

teamwork among organizational units 

and processes. 

Penyelarasan merupakan bagian 

dari proses manajemen. Pelaksanaan 

strategi mensyaratkan optimalnya 

integrasi dan teamwork antar unit 

organisasi dan  tiap-tiap prosesnya 

Kualitas strategi dan kebijakan 

merupakan kunci utama. Dengan strategi 

yang jelas seluruh komponen organisasi 

dapat diarahkan menuju proses 

penyelarasan. Dalam Gambar 2 di 

bawah diilustrasikan komponen 

penyelarasan yang mencakup strategi 

atau kebijakan yang tepat, penyelarasan 

organisasi, penyelarasan SDM, dan 

penyelarasan antara sistem perencanaan 

dan M&E. 
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Gambar 2 Creating Total Strategic Alignment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kaplan (2006:262) 

1. Pembahasan 

 

1.1. M&E dan Kinerja 

Pemanfaatan Pinjaman Luar 

Negeri 

 

 Hadjimichael, et al (1995), 

menuliskan bahwa dana ODA terbukti 

mampu meningkatkan investasi 

pemerintah dan berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Pack,  

et al
7
 menemukan hal yang sama dalam 

penelitian-penelitian mereka. Namun 

penelitian yang lain menemukan hal 

yang berbeda. Metzler, et al (2001) 

menyatakan bahwa bantuan luar negeri 

umumnya tidak efektif karena kebijakan 

pemanfaatan dan pengelolaan proyek 

yang tidak tepat. 

 Di dalam negeri, tidak sedikit 

yang melakukan penelitian terkait 

efektivitas bantuan luar negeri di 

Indonesia. Salah satunya adalah hasil 

evaluasi terhadap administrasi dan 

kebijakan pinjaman luar negeri yang 

dilakukan oleh Tetty Rostiati (2006) 

yang memperkuat temuan Chowdhury, et 

al (2004) bahwa efektivitas bantuan luar 

negeri tergantung pada administrasi dan 

kebijakan pinjaman luar negerinya.  

 Pinjaman luar negeri perlu 

disesuaikan dengan kemampuan 

perekonomian nasional, karena dapat 

menimbulkan beban Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara/Daerah 

tahun-tahun berikutnya yang cukup 

berat, sehingga diperlukan kecermatan 

dan kehati-hatian dalam pengelolaan 

pinjaman luar negeri. Demikian 
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dinyatakan dalam naskah penjelasan 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 

2006 Tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah 

Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau 

Hibah Luar Negeri.  

 PP No. 2/2006 tersebut 

mengamanatkan agar pengadaan 

pinjaman dan/atau penerimaan hibah 

serta penerusan pinjaman dan/atau hibah 

luar negeri senantiasa mengantisipasi 

kebutuhan masa depan serta dengan 

mempertimbangkan perlunya 

mempertahankan kondisi kesehatan dan 

kesinambungan perekononomian 

nasional. Amanat dan fokus dari PP 

tersebut yang mensyaratkan kecermatan 

dan kehati-hatian dalam pengelolaan 

pinjaman luar negeri dapat dimaklumi 

mengingat perkembangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dalam beberapa periode terakhir yang 

menunjukkan posisi pinjaman luar negeri 

yang kian meningkat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam 

Gambar 3 di bawah, lonjakan terjadi 

pada tahun 1998 dimana pinjaman luar 

negeri pemerintah mengalami 

peningkatan sebesar 24,97%. Selain 

akibat peningkatan pinjaman secara 

nominal, lonjakan posisi pinjaman luar 

negeri Indonesia pada tahun 1998 juga 

disebabkan oleh depresiasi nilai tukar 

Indonesia dimana kurs rata-rata tahunan 

Indonesia terhadap dollar AS meningkat 

dari Rp.2.909 per dollar AS di tahun 

1997 menjadi Rp.10.014 per dollar AS di 

tahun 1998. Pada tahun 1999, posisi 

pinjaman luar negeri pemerintah masih 

mengalami peningkatan yang cukup 

besar yaitu sebesar 12,49%. 
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Gambar 3 

Perkembangan Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah 

Sumber: Bappenas dan Bank Indonesia, Triwulan II 2010 

 

Peningkatan yang sedemikian 

pesat dan beban yang ditimbulkan oleh 

pinjaman luar negeri baik terhadap 

perekonomian secara umum maupun 

bagi anggaran pemerintah dan neraca 

pembayaran mendorong komitmen 

pemerintah beserta DPR untuk segera 

mengurangi ketergantungan Indonesia 

terhadap pinjaman luar negeri. Setelah 

tahun 1999, pinjaman luar negeri 

pemerintah menunjukkan kecenderungan 

yang menurun (walaupun beberapa kali 

mengalami peningkatan) hingga di tahun 

2004. Posisi pinjaman luar negeri 

pemerintah Indonesia mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya 

sebesar 3,29%.  

Beban yang tercipta akibat 

peminjaman di masa yang lalu salah 

satunya dapat dilihat melalui indikator 

Debt Service To Government 

Expenditure (DSGE)
8
. Belanja negara 

yang seharusnya dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk pembangunan, 

namun dengan adanya kewajiban 

pembayaran pinjaman, kemampuan 

pemerintah untuk membiayai 

pembangunan menjadi berkurang. Secara 

efektif, DSGE mengukur berapa 
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besar korbanan sosial sekarang 

akibat pinjaman di waktu yang lalu.   

DSGE Indonesia secara umum 

mengalami peningkatan pada periode 

krisis. Pada tahun anggaran 1996/1997, 

rasio ini mencapai 44,23%. Pada tahun-

tahun berikutnya walapun rasio ini 

menunjukkan kecenderungan menurun, 

namun besarannya masih berada di atas 

8%. 

 

Tabel 1 

Perkembangan Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, 

Belanja Negara, dan DSGE 

Tahun 

Pembayaran 

Pokok & Bunga 

(Miliar Rp.) 

Belanja Negara 

(Miliar Rp.) 

DSGE 

(%) 

1993/1994                17.042,30            57.833,10  29,47 

1994/1995                18.298,40             62.606,90  29,23 

1995/1996                20.489,00            65.341,70  31,36 

1996/1997                36.366,00            82.220,90  44,23 

1997/1998                30.021,70           109.301,50  27,47 

1998/1999                54.526,20           172.669,20  31,58 

1999/2000                40.701,10          231.879,00  17,55 

2000                26.452,90          221.466,70  11,94 

2001                44.829,90           341.562,70  13,12 

2002                41.371,10           345.604,90  11,97 

2003                40.847,00          377.250,00  10,83 

2004                77.480,00           374.351,00  18,37 

2005 77.870,00 509.632,40 15.28 

2006 83.490,00 667.128,70 12.51 

2007 99.250,00 757.649,90 13.11 

2008 91.140,00 985.730,70 9.25 

2009 94.300,00 1.037.067,30 9.10 

2010* 82.700,00 1.009.485,70 8.19 

Sumber: Diolah dari Data Bappenas dan Depkeu (Triwulan II 2010) 
*) Data merupakan rencana pembayaran utang pemerintah

 Selain itu banyak munculnya 

masalah terkait pengelolaan pinjaman 

luar negeri juga tak kunjung tuntas. 

Berbagai permasalahan yang sering 
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ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan 

pinjaman luar negeri adalah relatif 

rendahnya daya serap pinjaman sehingga 

dapat berdampak pada sering 

dilakukannya perpanjangan loan/grant 

closing date, sehingga dari segi biaya 

(cost of borrowing) baik berupa 

commitment fee maupun interest rate 

akan terjadi peningkatan di samping 

keterlambatan penyelesaian kegiatan dan 

pencapaian target serta adanya 

opportunity lost dalam peningkatan 

pendapatan nasional. Sebagaimana hasil 

evaluasi yang dilakukan Bappenas atau 

BPKP pada triwulan III 2007 yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan dana 

pinjaman luar negeri pemerintah 

Indonesia selama ini kurang efektif, 

dalam arti bahwa sebagian besar 

komitmen yang sudah diberikan donor 

tidak dimanfaatkan secara optimal.  

 Commitment fee yang harus 

ditanggung pemerintah walaupun 

pinjamannya tidak dimanfaatkan dalam 

jangka waktu yang tidak dapat 

ditentukan merupakan salah satu bentuk 

inefisiensi. Low disbursement ini akan 

berimplikasi negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, terhadap 

anggaran belanja pemerintah, penciptaan 

lapangan kerja, neraca pembayaran, 

maupun minat investor dalam 

berinvestasi. Selain itu akibat low 

disbursement adalah turunnya 

kredibilitas pemerintah di hadapan 

pemberi pinjaman karena dinilai tidak 

mampu memanfaatkan dana pinjaman 

secara optimal. 

 Secara khusus, Bappenas dalam 

LKPP
9
 (2007) menyebutkan beberapa 

penyebab rendahnya daya serap dana 

pinjaman antara lain 1) Lamanya proses 

tender atau re-tender; 2) Banyaknya dan 

lamanya proses penerbitan No Objection 

Letter (NOL); 3) Terlambatnya 

penerbitan DIPA dan proses revisi DIPA 

yang masih diproses oleh proyek; 4) 

Backlog
10

 yang harus diselesaikan 

sehingga pada data Bank Dunia belum 

tercatat sebagai penarikan walaupun 

pihak proyek mencatatnya sebagai 

penarikan; dan 5) Lemahnya manajemen 

dan koordinasi (teknis pelaksanaan). 

Sebagai gambaran dari total 22 proyek 

Bank Dunia, teridentifikasi sebanyak 20 

proyek bermasalah dengan penyerapan 

dana pinjaman, dan diantaranya sekitar 

15 proyek merupakan proyek 

penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat
11

 yang 

dilaksanakan di daerah. Dapat 

diperkirakan berapa besar kerugian yang 

harus dibayar oleh pemerintah jika dana 

tersebut tidak teralokasi sesuai rencana. 

 Jika permasalahan tersebut 

dibiarkan berlarut dan tidak ada upaya 

yang serius untuk mengelola pinjaman 

dengan baik maka kita akan sampai pada 

situasi yang disebut sebagai krisis 

pinjaman. John Weiss (1995) 

menyatakan bahwa krisis pinjaman luar 

negeri dunia yang terjadi pada dekade 

80-an merupakan bukti bahayanya 

pembiayaan melalui pinjaman luar negeri 

di mana banyak negara peminjam 

terpaksa menunda kewajiban membayar 

pinjamannya sesuai dengan jadwal. 

Krueger (1993) melihat adanya 

kesamaan antara Negara-negara yang 

terkena krisis pinjaman, pada umumnya 
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kebijaksanaan ekonomi di negara-negara 

tersebut berorientasi pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi 

iklim perekonomian yang ada tidak 

diciptakan untuk mendukung ke arah itu. 

Adapun Dornbursh (1989) 

mendefinisikan krisis pinjaman sebagai 

ketidakmampuan debitor untuk 

melakukan pembayaran bunga dan 

pokok pinjaman sesuai jadwal. 

 Dollar dan Prithchett
12

 

menyatakan bahwa bantuan luar negeri 

akan membawa manfaat yang besar jika 

dikelola dalam lingkungan dengan 

kebijakan yang baik, manajemen yang 

baik, kebijakan dan lembaga juga baik. 

Negara dengan kebijakan yang lebih baik 

tumbuh lebih cepat dan perubahan 

mampu membawa mereka jauh seperti di 

Ghana dan Bolivia. Dengan manajemen 

yang baik negara miskin mempunyai 

potensi untuk tumbuh lebih cepat
13

. 

Dengan manajemen yang baik pula tiap 

penambahan 1% dana pembangunan dari 

PDB meningkatkan pertumbuhan sebesar 

½%
14

. Dalam ekonomi yang menurun 

rata-rata penurunan pendapatan per 

kapita sebesar 7% berakibat pada 

naiknya angka kemiskinan sebesar 

19%
15

. Dengan manajemen yang baik 

penambahan 1% dana pembangunan dari 

PDB akan menurunkan angka kematian 

bayi sebesar 0.9%
16

. Investasi publik 

Bank Dunia yang dikelola dalam 

lingkungan kebijakan dan lembaga yang 

baik berhasil mencapai 86%  

dibandingkan dengan yang dikelola 

dalam lingkungan kebijakan dan 

lembaga yang lemah yang hanya 

mencapai 48%.  

Wangwe (1997) dalam salah satu 

studinya menyatakan lemahnya 

mekanisme monitoring dan akuntabilitas 

pengelolaan utang luar negeri berakibat 

pada gagalnya pemenuhan terhadap 

komitmen pemanfaatan utang luar 

negeri, hal ini juga mengakibatkan 

turunnya kepercayaan dari lembaga 

donor dan mau tidak mau juga berakibat 

pada turunnya kredibilitas pemerintah di 

mata lembaga donor. Senada, Berlage 

and Stokke (1992) berpendapat bahwa 

kebanyakan lembaga donor juga 

menganut hal yang sama untuk 

efektivitas bantuan mereka dengan 

membentuk unit evaluasi dalam struktur 

administratif mereka.  

Dalam penjelasan PP 39/2006 

dinyatakan bahwa untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas alokasi 

sumberdaya, serta meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan program pembangunan, 

perlu dilakukan upaya monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 

pembangunan termasuk di dalamnya 

adalah monitoring dan evaluasi 

pemanfaatan pinjaman luar negeri. Dan 

dalam Deklarasi Paris (2005) untuk 

efektivitas bantuan luar negeri maka 

akan diprioritaskan kerja monitoring dan 

evaluasi.  

Selanjutnya, hasil pemeriksaan 

BPK atas pengelolaan pinjaman luar 

negeri serta penerusannya pada Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L)
17

 

yang belum lama dirilis BPK 

menghasilkan 13
18

 temuan utama dimana 

tiga diantaranya terkait tidak optimalnya 
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fungsi pengendalian dan pengukuran 

kinerja atau Monitoring dan Evaluasi 

(M&E) dari pinjaman luar negeri. 

Dengan demikian aspek pengendalian 

dan pengukuran kinerja penyerapan dana 

pinjaman luar negeri menjadi salah satu 

syarat penting menuju tercapainya 

efektivitas pembangunan nasional.  

 

1.2. M&E Sebagai Konsensus Untuk 

Mencapai Efektivitas 

Pemanfaatan Pinjaman/ Hibah 

Luar Negeri 

 

a. Reformasi Anggaran 

 

Amandemen UUD 1945 

mengamanatkan bahwa Presiden dan 

Wakil Presiden serta kepala daerah 

dipilih langsung oleh rakyat, dan 

diisyaratkan pula tidak akan ada lagi 

GBHN (Garis-garis Besar Haluan 

Negara) sebagai arahan bagi Pemerintah 

dalam menyusun rencana pembangunan. 

Reformasi ini selanjutnya telah menuntut 

perlunya pembaharuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan dan 

pengelolaan keuangan negara secara 

nasional. 

Bank Dunia menilai Indonesia 

cukup berhasil dalam melakukan 

reformasi anggaran dalam 10 tahun 

terakhir. Indonesia telah melakukan 

transformasi yang luar biasa dalam 

reformasi anggaran, pencapaian 

Indonesia merupakan hal yang sangat 

mengejutkan. (Joachim, 2008). 

Perubahan signifikan dalam reformasi 

anggaran juga turut serta dalam 

mendorong pengembangan ekonomi
19

.  

 Sementara Menteri Keuangan 

menyatakan bahwa sistem anggaran 

sudah lebih baik sejak adanya UU 17 

tahun 2003 tentang keuangan negara. 

Banyak hal yang semakin transparan dan 

baik dengan rezim pengelolaan keuangan 

negara yang baru
20

 yang inheren dengan 

demokratisasi, desentralisasi dan 

transparansi untuk menuju tata kelola 

pemerintahan yang lebih baik. 

 

b. Reformasi Perencanaan 

 

Selanjutnya terkait reformasi 

sistem perencanaan pembangunan, 

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) telah merespon tuntutan 

perubahan ini dengan menetapkan 

Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN). Selain 

untuk mendukung koordinasi antar 

pelaku pembangunan, secara jelas UU 

tersebut juga mengamanatkan reformasi 

perencanaan
21

. 

Dengan demikian pengendalian 

dan pengukuran kinerja merupakan tahap 

yang penting dalam pelaksanaan 

reformasi sistem perencanaan sekaligus 

optimalisasi pelaksanaan anggaran 

berbasis kinerja
22

. Bertepatan dengan 

momentum tersebut, pada Maret 2005 

lahirlah konsensus efektivitas dana 

bantuan luar negeri melalui Deklarasi 

Paris
23

. Pernyataan tekad dilakukan 

untuk mengambil langkah-langkah 

penyelesaian yang berdampak luas dan 

dapat dipantau.  

Di Indonesia sendiri memang 

umumnya bentuk maupun kegiatan M&E 
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selama ini sangat beragam, baik yang 

dilaksanakan pada tingkat 

Kementerian/Lembaga (K/L) maupun 

pada tingkat Pemerintah Daerah 

(Provinsi/Kabupaten/Kota) termasuk di 

dalamnya M&E pinjaman luar negeri. 

Selain itu diidentifikasi pendanaan untuk 

kegiatan pemantauan dan evaluasi 

kurang mendapatkan perhatian, sehingga 

pelaksanaannya menjadi tidak efektif
24

.  

Kondisi tersebut mempersulit 

evaluasi pelaksanaan atas program-

program pembangunan nasional 

termasuk program yang didanai utang 

luar negeri. Faktor keterbatasan waktu 

dan sumber daya yang ada dibandingkan 

jumlah program/kegiatan yang dipantau 

dan dievaluasi turut menyumbang 

terhambatnya kegiatan koordinasi dan 

konsolidasi kegiatan pemantauan-

evaluasi. Seperti diketahui hasil 

pemantauan dan evaluasi harus dapat 

menjadi masukan penyusunan rencana 

program/kegiatan untuk tahun 

berikutnya. 

Gambar 4 Evaluasi dan Pengambilan Kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dit. Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, 2008 

Hasil evaluasi terhadap kinerja 

pemantauan dan evaluasi yang dilakukan 

oleh Direktorat Sistem dan Pelaporan 

Evaluasi Kinerja Pembangunan (SPEKP) 

Bappenas pada tahun 2008 menghasilkan 

kesimpulan bahwa kinerja M&E secara 

umum masih belum cukup efektif
25

. 

Memperhatikan kondisi di atas, 

Bappenas sebagai lembaga dengan tugas, 

pokok, dan fungsi untuk mempersiapkan 

perencanaan pembangunan nasional 

diperkuat fungsi M&Enya dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah No. 39 

Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan 

Rencana Pembangunan.  

Selanjutnya sebagai pendukung 

dibentuklah Unit Kerja Eselon (UKE) I 

Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 

di penghujung 2007 melalui Peraturan 

Penggunaan 

hasil evaluasi 

sebagai 

masukan bagi 

proses  

perencanaan 

berikutnya 

(Pasal 29)  

 

Diperlukan 

mekanisme 

pengendalian 

dan evaluasi 

yang dapat 

memenuhi 

kebutuhan  

pihak-pihak yang 

berkepentingan, 

baik di pusat dan 

daerah 
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M.PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER. 

005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas. UKE I tersebut 

diperkuat oleh tiga unit tim evaluasi 

setara Eselon II pada awal tahun 2008 

yakni: 1) Direktorat Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah; 2) Direktorat 

Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral; 

dan 3) Direktorat Sistem dan Pelaporan 

Evaluasi Kinerja Pembangunan
26

.
  

 

c. Reformasi Tatakelola 

Pinjaman Luar Negeri 

 

Guna menjamin kebijakan 

pengelolaan PHLN secara tepat, 

pemerintah dalam Buku Strategi Utang-

nya telah menetapkan tiga strategi pokok 

pemanfaatan pinjaman luar negeri yang 

digambarkan dalam Gambar di bawah. 

 

Gambar 5 Strategi Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Borrowing Strategy, Bappenas 2004 

Makro 

Meso 

Mikro 

  Integrasi sasaran RPJM dan sasaran MDGs  

 Menetapkan prioritas program yang akan dibiayai pinjaman luar negeri 

  Menetapkan besaran PLN untuk tiap prioritas 

  Menjaga keseimbangan kegiatan antar wilayah 

 Stabilisasi Makro Ekonomi: 

 Mendukung neraca pembayaran 

 Menurunkan peran pinjaman dalam perekonomian dan APBN (Menjaga 
Kesinambungan fiskal) 

 Minimalisasi risiko dan biaya pinjaman luar negeri 
 Menetapkan besaran pendanaan yang memerlukan pinjaman luar negeri 

 

 Review kinerja proyek (on going)  yang dibiayai pinjaman  luar negeri 

 Mempercepat penyerapan pinjaman luar negeri yang ada 

 Menentukan kegiatan prioritas yang akan diusulkan 

 Memperbaiki kelembagaan pengelolaan pinjaman luar negeri 

 Meningkatkan koordinasi donor 

 Memperbaiki proses penyiapan proyek yang akan dibiayai pinjaman luar negeri 

 Menyempurnakan aturan pelaksanaan 
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Strategi pengelolaan pinjaman 

luar negeri tersebut meliputi tiga ranah 

yakni makro, meso dan mikro. Dalam 

ranah makro, perhatian ditujukan pada 

konsistensi pemeliharaan stabilitas 

makro secara intertemporal.  Dalam 

ranah meso, fokusnya adalah untuk 

menjamin bahwa pemanfaatan pinjaman 

luar negeri sesuai dengan prioritas dan 

agenda jangka menengah.  Dalam ranah 

mikro, isunya adalah bagaimana setiap 

proyek atau kegiatan yang 

memanfaatkan pinjaman luar negeri 

sebagai sumber pendanaan dapat 

mencapai tingkat efektifitas yang 

setinggi-tingginya. 

 Selanjutnya sebagai bagian dari 

penataan, pemerintah menerbitkan 

beberapa regulasi sekaligus yakni 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 

2006 Tentang Tata Cara Pengadaan 

Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah 

Serta Penerusan Pinjaman dan/Atau 

Hibah Luar Negeri; kemudian peraturan 

turunannya yakni 3) Kepmen PPN/Ka 

Bappenas PER.005/M.PPN/06/2006 

tentang Tata Cara Perencanaan dan 

Pengajuan Usulan Serta Penilaian 

Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman 

dan/Atau Hibah Luar Negeri; 4) Permen 

53/2006 tentang Tata cara pemberian 

pinjaman daerah dari pemerintah yang 

dananya bersumber dari pinjaman luar 

negeri; 5) PP 54/2005 tentang pinjaman 

daerah; 6) PP 57/2005 tentang hibah 

kepada daerah; 7) Permen Keuangan 

52/2006 tentang tata cara pemberian 

hibah kepada daerah; serta 8) Keputusan 

Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Ketua Bappenas Nomor : 

185/KMK.03/1995 dan Nomor: 

KEP.031/KET/5/1995. Secara ilustratif 

dasar rujukan kebijakan M&E PHLN 

tersebut diilustrasikan pada gambar 3.1 

di bawah. 

Dalam PP No. 2 Tahun 2006 

khususnya Bab VII tentang Pelaporan, 

Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan. 

Peraturan tersebut mewajibkan kepada 

pelaksana kegiatan untuk menyampaikan 

laporan kepada Menteri 

(kementerian/lembaga terkait) dan 

Kepala Bappenas secara triwulanan. 

Laporan tersebut akan berisi tentang 

proses pengadaan barang/jasa, realisasi 

penyerapan pinjaman, dan kemajuan 

fisik kegiatan proyek-proyek yang 

didanai oleh pinjaman luar negeri.  
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Gambar 6 Hubungan Antara Peraturan M&E PHLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dit Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan Bappenas, 2009 

d. Kelahiran Deklarasi Paris 

 

Momentum untuk akselerasi 

fungsi monitoring dan evaluasi ke 

berbagai bidang terus menggelinding. 

Hal ini juga mendorong inisiasi bagi 

pembentukan wadah untuk para 

pemerhati dan praktisi M&E di 

Indonesia yang bertekad untuk 

menuntaskan persoalan belum 

optimalnya kinerja M&E dengan tiga 

pilar utama sebagai pendorong yakni 

parlemen, pemerintah, dan civil society 

(Secara ilustratif dapat dilihat pada 

gambar di bawah). Pada tanggal 4 Juni 

2009 dideklarasikanlah pembentukan 

komunitas evaluasi InDEC
27

. Akselerasi 

tidak terhenti melalui InDEC, tanggal 22 

Oktober 2009 pada Unit Kerja Presiden 

juga dibentuk Unit Kerja Pengawasan 

dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 

yakni sebuah unit kerja yang dibentuk 

oleh Presiden untuk menjalankan tugas-

tugas khusus sehubungan dengan 

monitoring dan evaluasi kinerja 

pembangunan yang dijalankan oleh 

Kabinet Indonesia Bersatu II
28

. 
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Gambar 7 Grand Strategy Reformasi Fungsi dan Sinergi Stakeholder M&E 

Paska Deklarasi InDEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: InDEC, 2009 

 

Optimalnya pelaksanaan M&E 

dana pinjaman luar negeri akan 

mendukung upaya pelaksanaan 

pengelolaan pinjaman yakni meliputi 

aspek efektivitas penyerapan, 

pemanfaatan, tingkat penyimpangan, dan 

isu-isu lainnya terkait belum optimalnya 

pemanfaatan pinjaman luar negeri. Hal 

tersebut merupakan perhatian utama 

yang melatarbelakangi berbagai 

komitmen untuk pengarusutamaan aspek 

tatakelola pinjaman ke arah yang lebih 

baik. 

 Beberapa kajian yang dilakukan 

oleh pemerintah (Bappenas)  

 

juga menghasilkan kesimpulan yang 

sama
29

. Masalah tersebut juga menjadi 

motivasi bagi pembentukan komunitas 

evaluator di Indonesia yakni Indonesian 

Development Evaluation Community 

(InDEC) sebagaimana dinyatakan dalam 

konsep pembentukannya yang secara 

lengkap dikutip di bawah. 

 

“Harus diakui bahwa sejauh ini 

kinerja M&E belum berjalan 

secara optimal. Pada umumnya, 

hal ini selain disebabkan karena 

kurangnya pemahaman terkait 
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evaluasi kinerja oleh pihak-

pihak yang bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaannya, 

terbatasnya informasi yang 

lengkap tentang tata cara 

pelaksanaan evaluasi kinerja, 

belum terintegrasinya sistem dan 

pelaporan evaluasi, serta masih 

minimnya koordinasi antar 

pelaku monev yang ada. Oleh 

karenanya issue tentang belum 

optimalnya kinerja M&E ini 

merupakan tantangan besar bagi 

para pelaku, praktisi, dan 

pemerhati M&E dan InDEC ke 

depan untuk dapat merumuskan 

pemikiran-pemikiran baru yang 

inovatif dan solutif termasuk 

untuk masalah-masalah yang 

terkait dengan M&E lainnya. 

Dengan demikian keberadaan 

wadah organisasi InDEC 

menjadi semakin mengedepan 

dan dibutuhkan”
30

.  

 

 Pentingnya fungsi M&E tersebut 

diperkuat oleh masyarakat internasional 

dalam kesepakatan Deklarasi Paris 

(2005) untuk efektivitas PHLN 

sebagaimana dinyatakan dalam 

naskahnya yakni statement of resolve 

dalam section 1 (10) dan 2 (13). Secara 

lengkap dikutip di bawah.  

 

Paris Declaration, 2005 

Statement of Resolve Section 1 

(10) Monitor and evaluate 

implementation “Because 

demonstrating real progress at 

country level is critical, under 

the leadership of the partner 

country we will periodically 

assess, qualitatively as well as 

quantitatively, our mutual 

progress at country level in 

implementing agreed 

commitments on aid 

effectiveness. In doing so, we 

will make use of appropriate 

country level mechanisms” 

 

Statement of Resolve Section 2 

(13) Partnership Commitments 

on Ownership, Alignment, 

Harmonisation, Managing for 

results, and Mutual 

accountability ―Developed in a 

spirit of mutual accountability, 

these Partnership Commitments 

are based on the lessons of 

experience. We recognise that 

commitments need to be 

interpreted in the light of the 

specific situation of each partner 

country Ownership, Alignment, 

Harmonisation, Managing for 

results, and Mutual 

accountability” 

 

Hadirnya Deklarasi tersebut 

sekaligus merupakan pengakuan dari 

komunitas internasional bahwa fungsi 

M&E memegang peranan yang penting 

bagi efektivitas bantuan luar negeri. 

Selanjutnya sejalan dengan upaya untuk 

mendorong pengelolaan pinjaman ke 

arah yang lebih baik dengan menekankan 

pada fungsi M&E maka pada tanggal 12 

Januari 2009 Pemerintah Indonesia 

bersama-sama dengan 22 lembaga donor 

bilateral dan multilateral telah 

menandatangani naskah perjanjian the 

Jakarta Commitment
31

 yang diyakini 

mampu membawa arah baru bagi 
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pengelolaan bantuan luar negeri di 

Indonesia.  

Jakarta Commitment 

merupakan perwujudan komitmen 

Indonesia akan upaya untuk 

menggalakkan peran pemantauan bagi 

efektivitas bantuan luar negeri 

sebagaimana telah termaktub dalam 

perjanjian Deklarasi Paris (2005) dan 

Accra Agenda for Action (2008) serta 

Doha Conference: Review on Financing 

for Development (2008).  

Momentum tersebut menjadi 

justifikasi bahwa efektifnya pendanaan 

pembangunan mensyaratkan kinerja 

M&E yang optimal dan berkelanjutan 

sebagai jawaban atas permasalahan yang 

ada. Selain menjadi justifikasi, Jakarta 

Commitment sekaligus menjadi tonggak 

atas upaya untuk akselerasi dan 

arusutama fungsi M&E untuk efektivitas 

pemanfaatan pinjaman luar negeri di 

Indonesia.  

 

e. Komitmen Jakarta 

 

Pada awal tahun 2009 tepatnya 

pada tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah 

Indonesia menandatangani kesepakatan 

dengan 22 negara dan lembaga 

multilateral donor dalam sebuah 

kesepakatan "Jakarta Commitment"
32

. 

Langkah ini dianggap telah sesuai 

dengan kesepakatan internasional 

Deklarasi Paris (2005), Accra Agenda 

for Action (2008) dan Doha 

Conference
33

. Indonesia memandang 

agar kesepakatan-kesepakatan global itu 

menjadi langkah konkrit tidak hanya 

retorik maka harus ada komitmen 

bersama di tingkat nasional masing-

masing negara penerima Official 

Development Assistance (ODA) untuk 

mewujudkan pemanfaatan ODA yang 

lebih efektif, dengan semangat 

mengubah dari Donorship menuju 

Ownership yang dipercaya sebagai solusi 

bagi efektifnya pemanfaatan pinjaman 

luar negeri. 

Setelah dua tahun CGI resmi 

dibubarkan, implementasi ―The Jakarta 

Commitment‖ terus dioptimalkan. Di 

penghujung jabatannya, Paskah 

mengatakan, pihaknya terus mendorong 

agar pemerintah dapat 

mengimplementasikan Deklarasi Paris, 

mengingat selama ini negara pengutang 

senantiasa menentukan syarat-syarat 

yang rumit untuk pengelolaan utang. 

Implementasi Deklarasi Paris dapat 

membantu memperbaiki kinerja 

manajemen utang dan ke depan dapat 

menurunkan rasio utang atas Produk 

Domestik Bruto (PDB). Sebagai contoh, 

India pada tahun 2000 rasio utangnya 

sekitar 25 persen dan dalam lima tahun 

melalui Deklarasi Paris, India bisa 

menekan menjadi hanya lima persen
34

. 

Kebijakan tentang M&E terkait 

implementasi prinsip-prinsip Deklarasi 

Paris di Indonesia belum diatur secara 

khusus atau melekat dalam pelaksanaan 

M&E reguler. Namun memang 

Indonesia senantiasa berpartisipasi aktif 

dalam pelaksanaan survei, monitoring 

dan evaluasi yang dilakukan oleh core 

evaluation team OECD setiap periode 

dua tahunan. Selain itu pemerintah 

melalui Jakarta Commitment cukup 

membuktikan keseriusannya untuk 
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mencapai prinsip-prinsip aid 

effectiveness yang dilahirkan melalui 

Deklarasi Paris dengan membentuk Aid 

for Development Effectiveness 

Secretariate (A4DES)
35

 yang saat ini 

tengah mulai bekerja dalam koridor 

Jakarta Commitment.  

 

2. Penutup 

 

Mackay
36

 dalam bukunya 

mengatakan ketika visi tentang sistem 

M&E yang berfungsi sepenuhnya telah 

dirumuskan, maka perlu disusun rencana 

aksi untuk mencapai visi tersebut. Tentu 

saja tidak masuk akal untuk 

mengembangkan suatu rencana aksi jika 

tidak ada tuntutan kuat terhadap 

optimalisasi fungsi M&E dari 

pemerintah. Rencana aksi dapat pula 

dirancang untuk memastikan bahwa 

seluruh pemangku kepentingan utama 

turut memainkan peran penting dalam 

melaksanakan sistem M&E.  

Gambar 8 Pemrakarsa dalam Situasi Perubahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Checkland and Scholes (1990), dalam Michael C. Jackson, System Thinking: Creative Holism for 

Managers (2003, p. 189 

 

Di dalam rencana aksi juga harus 

dimasukkan komponen pemrakarsa yang 

akan menjadi faktor  

penting bagi berjalan atau tidaknya 

proses penyempurnaan kebijakan M&E. 

Dalam gambar di atas,  

Checkland dan Scholes menggambarkan 

posisi pemrakarsa (improvers) yang 
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cukup strategis dan memungkinkan bagi 

upaya penerimaan sistem yang baru ke 

dalam sistem yang sudah mapan. 

Keberadaan pemrakarsa  

 

akan memungkinkan proses pengawalan 

perubahan mulai dari proses analisa 

masalah, fasilitasi penyempurnaan 

kebijakan hingga implementasi.  

Selain itu diperlukan insentif-

insentif khusus untuk lebih memperkuat 

melekatnya sistem yang baru tersebut. 

Insentif tersebut dapat berupa perpaduan 

antara imbalan, hukuman dan 

penyuluhan. Dengan kata lain, akan 

merupakan suatu kekeliruan untuk 

membuat rencana aksi yang semata-mata 

terfokus pada isu-isu teknokratis pada 

sisi supply. Memperkuat sistem M&E 

yang ada atau membangun sistem yang 

baru sama sekali dapat dilakukan melalui 

banyak cara.  

Senada dengan Checkland dan 

Scholes, Mackay juga menyaratkan 

adanya champion terhadap 

pengembangan sistem M&E yang baru. 

Selain itu dia mengemukakan bahwa isu-

isu implementasi yang perlu diantisipasi 

dalam rencana aksi antara lain mencakup 

hal-hal berikut: Pertama, Ujicoba 

terhadap sistem M&E yang baru, dengan 

catatan bahwa jika berhasil, maka sistem 

dan pendekatan yang baru tersebut akan 

diarusutamakan. Hal ini dapat dilakukan 

melalui kementerian atau badan yang 

akan dijadikan percontohan, misalnya, 

Bappenas bersama dengan Kementerian 

Keuangan yang telah memiliki 

komitmen yang kuat untuk melakukan 

dan menggunakan M&E, dan yang telah 

memiliki rekam-jejak yang sukses, 

melalui A4DES sangat disarankan. 

Proyek percontohan dapat pula 

dikembangkan pada proyek tertentu 

hingga level daerah. Program 

percontohan seperti evaluasi cepat atau 

evaluasi dampak yang cermat dapat juga 

dipertimbangkan sebagai alat evaluasi 

khusus jika baru ada sedikit pengalaman, 

atau bahkan tidak ada sama sekali 

pengalaman menggunakannya di negara 

bersangkutan;  

Selanjutnya terkait, Kedua, 

Kapan dan seberapa cepat 

pengarusutamaan harus berlangsung. 

Mackay menceritakan bahwa di Chile, 

arusutama sistem M&E dilakukan secara 

bertahap yakni ujicoba pengukuran 

indikator kinerja pada 1994, tinjauan 

cepat pada 1996, evaluasi dampak yang 

cermat pada 2001, tinjauan pengeluaran 

komprehensif pada 2002. Adapun 

Meksiko berencana untuk 

mengarusutamakan sistem M&E secara 

keseluruhan kepada pemerintah yang 

baru selama periode tiga tahun, yaitu 

2007-2009
37

; 

Ketiga, kecepatan implementasi 

sebuah rencana aksi jelas sangat penting. 

Akan ada isu menyangkut ―kemampuan 

mencerna‖ (digestibility)—seberapa 

banyak serta seberapa cepat perubahan 

atau reformasi sistem M&E dapat 

diserap oleh kementerian-kementerian 

dan badan-badan yang ada. Dari hasil 

studi Mackay terhadap negara-negara 

yang telah berhasil menciptakan sistem 

M&E, dinyatakan bahwa hal tersebut 

merupakan upaya jangka panjang yang 

memerlukan kesabaran dan ketekunan; 
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sebaliknya, para pendukung M&E di 

dalam pemerintah cenderung tidak sabar 

ketika mereformasi sistem M&E mereka. 

Pelajaran lainnya adalah sistem M&E 

harus dilembagakan secepatnya sebelum 

para pendukung M&E itu pada akhirnya 

berlalu;  

Lebih lanjut, Keempat, guna 

mengidentifikasi seberapa sukses 

berbagai komponen dari sistem itu telah 

diimplementasikan, akan membantu jika 

dilakukan M&E secara berkala terhadap 

pelaksanaan sistem M&E itu sendiri. Hal 

ini penting untuk menyediakan landasan 

yang kokoh untuk perubahan-perubahan 

yang diperlukan menyangkut sifat, skala, 

dan waktu implementasi dari rencana 

aksi. Dan, hal ini jelas penting jika suatu 

pendekatan uji-coba telah diadopsi; 

kemudian, Kelima, Rencana aksi 

diharapkan fokus pada seluruh atau 

sebagian dari pemangku kepentingan 

mulai dari K/L, pemerintah daerah, 

Parlemen, dan kelompok-kelompok 

masyarakat sipil, termasuk universitas, 

lembaga riset dan LSM;  

Adapun, keenam, Aksi-aksi yang 

umumnya diambil, misalnya, meliputi 

penyediaan pelatihan M&E; penetapan 

undang-undang, dekrit atau peraturan 

baru yang diperlukan; menyiapkan 

pedoman dan standar M&E sebagai 

turunan dari sistem yang baru; 

memperkuat dan menyelaraskan sistem 

pemantauan; dan melakukan berbagai 

jenis evaluasi, seperti tinjauan cepat 

(rapid reviews) dan evaluasi dampak 

yang cermat (rigorous impact 

evaluation). 

Rencana aksi untuk membangun 

sistem M&E pemerintah harus 

disesuaikan dengan kondisi masing-

masing negara dan dengan visi 

pemerintah tentang sistem M&E 

mendatang. Visi tersebut akan mencakup 

penggunaan spesifik yang dikehendaki 

dari informasi pemantauan dan temuan-

temuan evaluasi, apakah nantinya sistem 

ini dimaksudkan sebagai sistem untuk 

keseluruhan pemerintah (whole-of-

government system) ataukah hanya untuk 

masing-masing kementerian atau badan; 

pada level pemerintahan mana sistem ini 

akan diterapkan; alat-alat M&E yang 

akan digunakan; dan seterusnya.  

Rencana aksi yang konkrit akan 

membantu memfokuskan para pemangku 

kepentingan utama baik pihak 

pemerintah maupun pihak donor. Hal ini 

juga membantu dalam menyediakan 

tolok-ukur guna mengukur kemajuan 

yang dicapai dalam upaya mewujudkan 

visi tentang sistem M&E di masa 

mendatang-dengan melakukan M&E 

berkala terhadap sistem tersebut maupun 

rencana aksi. Hal ini tidak hanya akan 

membantu untuk mengidentifikasi 

peluang-peluang yang muncul, tetapi 

juga memungkinkan kesulitan-kesulitan 

implementasi dapat diidentifikasi lebih 

awal dan ditangani.  

Hasil studi Mackay menyatakan 

bahwa munculnya hambatan dan peluang 

tersebut juga dialami oleh banyak 

negara. Oleh karenanya dengan adanya 

berbagai tantangan tersebut, sistem M&E 

pemerintah biasanya tidak berkembang 

secara linier dan dapat diprediksi dengan 

mudah.  
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3. Kesimpulan 

 

Aid ineffectiveness telah menjadi 

perhatian internasional baik oleh negara 

peminjam maupun development partner. 

Artikel di atas mencoba menunjukkan 

berbagai lintasan peristiwa penting yang 

terjadi di dalam negeri yakni proses 

reformasi yang berjalan mulai dari 

reformasi tata negara, hukum, hingga ke 

reformasi anggaran, perencanaan, dan 

pengelolaan utang luar negeri yang 

menjadi pendorong upaya penataan 

pinjaman/hibah luar negeri di Indonesia.  

Sementara itu Deklarasi Paris 

yang disepakati pada tahun 2005 menjadi 

momentum yang ditunggu-tunggu oleh 

masyarakat Internasional dan 

mengakselerasi upaya penataan 

pinjaman/hibah luar negeri sekaligus 

menjadi pemicu dideklarasikannya 

Komitmen Jakarta di Indonesia pada 

awal tahun 2009. 

Di dalam artikel ini juga 

mengungkap bahwa keseluruhan 

peristiwa penting yang mengiringi upaya 

penataan pinjaman/hibah luar negeri 

tersebut menggarisbawahi Monitoring 

dan Evaluasi (M&E) sebagai konsensus 

bersama untuk mendorong efektivitas 

utang luar negeri ke arah yang lebih 

baik.   

 

Bola aid effectiveness sudah berada di 

kaki pemerintah, apa yang coba 

dituliskan dalam artikel ini mencoba 

memetakan dan mengidentifikasi apa 

yang perlu menjadi catatan dan rujukan 

dalam mengaktualisasikan konsep aid 

effectiveness dan M&E ke dalam aksi 

yang lebih konkrit. 

 

4. Rekomendasi 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

langkah-langkah berikut perlu untuk 

segera mendapatkan perhatian 

pemerintah dan pemangku kepentingan 

terkait lainnya, yakni:  

a. Pemerintah perlu menyusun rencana 

aksi yang jelas untuk mendorong 

fungsi monitoring dan evaluasi bagi 

efektifnya pemanfaatan 

pinjaman/hibah luar negeri. 

b. Melakukan pemetaan peran dan 

fungsi terhadap seluruh pemangku 

kepentingan yang terkait dengan 

M&E dan pengelolaan 

pinjaman/hibah luar negeri  

c. Bersama-sama dengan seluruh 

pemangku kepentingan, duduk 

bersama dan mengkaji seluruh 

peraturan dan regulasi yang terkait 

dengan M&E dan pinjaman/hibah 

luar negeri untuk merumuskan 

rekomendasi kebijakan M&E 

pinjaman/hibah luar negeri yang 

tepat dan menjawab persoalan 

d. Sebagai tindak lanjut atas deklarasi 

Komitmen Jakarta, hendaknya 

Bappenas selaku pemrakarsa, 

melalui Aid for Development 

Effectiveness Secretariate (A4DES) 

menjalin prakarsa strategis dengan 

Kementerian/Lembaga dan 

Development Partner dan secara 

rutin melakukan sosialisasi kegiatan 

penataan pinjaman/hibah luar negeri 

untuk membangun  kesadaran dan 
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kepedulian bersama terhadap 

efektivitas pemanfaatan 

pinjaman/hibah luar negeri  

e. Melaksanakan evaluasi kinerja 

berkala terhadap A4DES terkait 

berjalannya prakarsa strategis 

efektivitas pemanfaatan 

pinjaman/hibah luar negeri 
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